
Kabag SDA Sebut PT IKU Tidak
Mempedomani Amdal
Batang Hari, Jambi – Mencuatnya dugaan PT Indo Kebun Unggul
(IKU) mengangkangi Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 32
Tahun 1990 yang telah menegaskan bahwa area sempadan sungai
tidak boleh ada aktivitas baik pemukiman, perkebunan, industri
dan lain sebagainya, Kamis (01/02/2024).

Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Batang Hari
Lihayati, di ruang kerjanya menuturkan bahwa saat turun ke PT
IKU beberapa bulan yang lalu memang banyak kelapa sawit yang
ditanami  dekat  dengan  sungai.  Padahal  sudah  ada  analisis
mengenai  dampak  lingkungan  (Amdal)  pada  saat  mengajukan
perizinan penanaman kelapa sawit.

“Amdal mengenai Buffer Zone itu memang sudah ada, jadi memang
terjadi kesalahan di lapangan. Berarti memang manajemen di
lapangan dokumen amdal itu dipedomani, jangan-jangan dokumen
itu entah disimpannya di mana,” tuturnya.

Menurutnya, sungai yang ada di PT IKU itu sungai kecil bukan
sungai  besar,  dengan  jarak  penanaman  50  meter  dari  bibir
sungai.

“Kemarin  mereka  (PT  IKU)  sudah  mengakui  itu  dan  akan
menindaklanjuti untuk menghutankan kembali wilayah Buffer Zone
itu.  Namun,  saat  ini  kita  belum  memeriksanya  dan  akan
dijadwalkan kapan turun lagi melakukan pemantauan monitoring
lagi,” jelasnya.

Lihayati memperkirakan kelapa sawit yang berada di Buffer Zone
sudah berusia kurang lebih 10 tahun.

“Untuk sanksi penuntutan ganti rugi dampak lingkungan belum
saya fikirkan karena belum ada arahan dari Dinas Lingkungan
Hidup dan pimpinan, yang pasti saat ini masih dalam pembinaan
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dan fungsi hutannya dikembalikan,” tambahnya.

Perencanaan tahun ini pihak SDA diperintahkan oleh Sekda untuk
menjadwalkan monitoring kembali.

“Kita  diperintahkan  untuk  menjadwalkan  monitoring  kembali
Daerah Aliran Sungai, baik yang sudah ditinjau tahun lalu,
maupun yang belum,” tutupnya. (Red)

Diduga  PT  IKU  Tidak
Menjalankan  Kewajiban
TJSL/CSR
Batang Hari, Jambi – Diduga PT IKU yang bergerak di bidang
perkebunan kelapa sawit wilayah Desa Muaro Singoan Kecamatan
Muara Bulian tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan (TJSL) atau yang sering disebut Corporate Social
Responsibility (CSR), Senin (22/01/2024).

Kebijakan  pemerintah  mengenai  pengaturan  CSR  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal  (UUPM)  yang  mana  telah  mengubah  paradigma  CSR  dari
sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory).

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL, ketentuan ini
bertujuan  untuk  tetap  menciptakan  hubungan  Perseroan  yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,
dan  budaya  masyarakat.  Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal  15
huruf  (b)  UUPM  mengatur  bahwa  setiap  penanam  modal  wajib
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melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan tanggung jawab yang
melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Informasi  yang  didapat  media  ini  dari  Baperida  Kabupaten
Batang Hari yang merupakan sekretariat TJSL/CSR, PT IKU tidak
melaporkan penyaluran TJSL/CSR sejak 2022 sampai dengan 2023.

Sementara  itu,  Humas  PT  IKU  Joshua  mengatakan,  penyaluran
TJSL/CSR itu biasanya cuma berbentuk pengajuan proposal saja.

“Biasanya  cuma  melalui  proposal  yang  diajukan  itu  lah,”
ucapnya.

Mengenai  besaran  yang  disalurkan,  Joshua  tidak  memaparkan
berapa besaran yang telah disalurkan.

Ditempat  yang  sama,  Kepala  Desa  Muaro  Singoan  Samadani
mengatakan,  kemarin  pernah  mengajukan  proposal  dan  sudah
dibantu oleh PT IKU.

“Betul  kemarin  kami  sudah  mengajukan  proposal,”  tuturnya,
terkait besarannya dia juga tidak memberi tahu.

Mengenai  kepedulian  dalam  penyaluran  CSR,  Samadani  setuju
bahwa perusahaan harus menyelitkan CSR sesuai dengan hasil
yang di dapat.

“Kalau lahan yang di miliki itu sekitar ratusan hektare tidak
mungkin juga menyalurkan CSR dalam satu atau dua juta rupiah,”
singkatnya. (Red)



PT  IKU  Diduga  Garap  Lahan
Warga untuk Jalan
Batang  Hari,  Jambi  –  PT  Indo  Kebun  Unggul  (IKU)  diduga
mengharap lahan milik Yunus warga Desa Malapari di Desa Olak
untuk jalan, Minggu (08/10/2023).

Hal itu terungkap ketika Yunus mendatangi tanah miliknya yang
sudah lama tidak ada penyelesaian.

Yunus melihat alat berat sedang membuat jalan di tanahnya,
sehingga tanah miliknya terbelah.

“Kata operator alat berat dia sedang buat jalan atas perintah
PT IKU. Saat itu saya sudah bilang bahwa lahan ini milik saya
dan kenapa sudah dibuat jalan? Operator tersebut mengatakan,
kami  hanya  bekerja,  untuk  hal  lain  silakan  sama  pihak
perusahaan,”  ucap  Yunus.

Terpisah, Sayuti pemilik lahan yang berbatasan dengan Yunus
membenarkan  bahwa  dahulu  saat  ia  membeli  tanah  memang
berbatasan  dengan  Yunus.

“Benar, dulu tanah saya berbatasan dengan milik bapak Yunus,
dan dari dulu sudah saya kasih tahu untuk segera melihat ke
lokasi,” ujar Sayuti.

Atas dasar Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Yunus, ia
mencoba mengkonfirmasikan kepada pihak Desa Olak untuk dapat
melakukan validasi data kepemilikan dirinya dan kepemilikan
pihak PT IKU.

Dari  bedah  verifikasi  dokumen,  dapat  dijelaskan  oleh
Perusahaan  PT.IKU  sebagai  berikut:

Pertama, Dasar Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.IKU oleh
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari pada
tanggal  31  Desember  1996,  Terletak  di  Desa  Muara  Singoan
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Kecamatan  Muara  Bulian,  sebagaimana  tercantum  dalam  peta
lokasi tanah dan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT.IKU
telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan
di  Wilayah  Desa  Muara  Singoan.  Dari  keterangan  Tuo-Tuo
Kampung, Kepala Desa dari tahun 1997 sampai dengan Kepala Desa
sekarang serta Pengurus KUD Sinar Tani Desa Muara Singoan
bahwa di lokasi PT.IKU tidak ada nama lokasi Talang Tunggul
Buta Durian Kukus.

Nama Talang Tunggul Buta Durian Kukus ini masih jauh dari
perkebunan kelapa sawit PT.IKU sejauh 7 km. Artinya nama ini
di luar wilayah perkebunan kelapa sawit PT.IKU Desa Muara
Singoan.

Kedua, surat tanah dari ke tiga orang tersebut di tanda tangan
pada  tanggal  1  April  1998  dan  baru  muncul  dikirim  ke
Perusahaan PT.IKU pada tanggal 2 Oktober 2023 (sekitar hampir
26 Tahun).

Ketiga, surat tanah atas nama Yunus, Zuryanto dan Jamzuri
diduga hampir sama dengan Klaim beberapa orang sebelumnya yang
sudah pernah tahun 2019/2020 sebagai Para Penggugat di PN
Muara Bulian dan Putusan PN Muara Bulian menyatakan Gugatan
Para Penggugat tidak dapat diterima.

“Demikian  penjelasan  dari  pihak  perusahaan  PT.  Indo  kebun
Unggul dan atas perhatiannya serta kerja samanya diucapkan
terima kasih,” jawab PT IKU. (Red)

 


